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ABSTRACT

The purpose of this research is to ascertain whether or not North Kuta and South Kuta
Districts have a sufficiently accountable, competent, and appropriately compensated
village apparatus to prevent fraud in the management of village funds. Six Village Offices
in the North Kuta and South Kuta districts, with a combined population of 197, served as
the sample population for this analysis. This study used a purposive sampling method to
select 48 participants to test with multiple linear regression analysis. Based on the findings
of this research, it can be concluded that Accountability significantly contributes to
reducing instances of fraud. Knowledgeable village police forces can significantly reduce
the incidence of fraud. The prevention of fraud benefits greatly from fair compensation.
Based on the findings, all forms of accountability, including financial reporting for
villages, must be met on time in the future, with reports being sent out to the entire
community at predetermined intervals. This must be done to improve transparency and
honesty in the village's finances and reduce the likelihood of fraud.

Keywords:  Accountability, Village Apparatus Competence, Appropriateness,
Compensation, Fraud Prevention

PENDAHULUAN

Dana anggaran desa paling rentan dikorupsi, menurut hasil pemantauan yang disusun
Indonesia Corruption Watch (ICW). ICW menemukan 154 kasus korupsi yang melibatkan dana
desa; Oleh karena itu, ICW merekomendasikan agar anggaran dana desa dipantau, dikendalikan,
dan dievaluasi secara ketat oleh pemerintah dan aparat penegak hukum. Karena besarnya
anggaran dana desa, sayangnya korupsi sering terjadi di industri ini. Menurut antaranews.com,
negara akan mengalokasikan Rp. 68 triliun ke dana desa pada tahun 2022. Ketika anggaran besar
dilaksanakan tanpa laporan pertanggungjawaban yang baik, perangkat desa yang kompeten, dan
kompensasi yang layak untuk setiap perangkat desa, korupsi dana desa menjadi salah satu
masalah mendasar yang ditimbulkan.

Anggaran, dan lebih khusus lagi kejelasan target anggaran, penting dalam mengelola
anggaran tahunan desa yang terus meningkat. Seberapa jelas tujuan anggaran didefinisikan dan

dikomunikasikan kepada manajemen merupakan indikasi seberapa baik anggaran dikelola.
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Akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat ditingkatkan dengan menetapkan tujuan anggaran
yang jelas dan mewajibkan pengelola anggaran untuk membuat keputusan berdasarkan tujuan
tersebut bila memungkinkan. Sriani (2021) berpendapat bahwa akuntabilitas publik
mensyaratkan terpenuhinya kriteria yang dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada
publik pada setiap tahapan proses penganggaran, dimulai dengan perencanaan dan dilanjutkan
melalui persiapan dan pelaksanaan

Kompetensi dalam menjalankan operasional organisasi juga menjadi faktor yang
mempengaruhi akuntabilitas. Menurut temuan Atmadja dan Saputra yang dimuat dalam Wonar,
dkk. (2018) menyatakan bahwa suatu aparatur dianggap kompeten jika meningkatkan
akuntabilitas laporan realisasi anggaran di tingkat keuangan desa. Hal ini dilakukan untuk
memastikan bahwa semua pertanggungjawaban dilakukan dengan baik dan tidak terjadi tindakan
kecurangan. Menurut Faud Ariansyah dalam Aprilia (2021), perangkat desa harus memiliki
pemahaman akuntansi yang kuat untuk memastikan pengelolaan keuangan yang jujur dan
beretika. Ukuran kompensasi yang sesuai berdampak pada pencegahan penipuan, seperti halnya
memiliki infrastruktur desa yang kompeten. Pejabat dan pegawai desa harus menerima gaji yang
sepadan dengan jumlah sumber daya yang telah mereka alokasikan ke berbagai organisasi
nirlaba. Hariandja dalam Arthana (2019) mendefinisikan kesesuaian kompensasi sebagai “total
remunerasi yang diterima karyawan sebagai hasil implementasi dalam organisasi, baik dalam
bentuk uang maupun lainnya, dan terlepas dari apakah remunerasi tersebut dibayarkan secara
langsung atau tidak langsung kepada karyawan.” Aparat desa akan lebih kecil kemungkinannya
untuk melakukan penipuan jika mereka diberi kompensasi yang memadai

Penyelewengan dana desa menjadi permasalahan di Desa Dalung, Kecamatan Kuta
Utara, Kabupaten Badung. Badung pada tahun 2019 mengkaji Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBdes) Dalung sebagai respon atas arahan pemerintah pusat terkait hibah yang sudah
cair berdasarkan temuan Komite Nasional Penyelamatan Aset Negara (Komnas PAN). Menurut
wawancara dengan Komnas PAN Badung terkait isu mahalnya harga pengaspalan di pasar
tradisional Dalung, ia berjanji pihaknya akan melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan
terkait keuangan. Selain itu, salah seorang anggota tim 9 Komnas PAN Provinsi Bali
menyebutkan, pihaknya menemukan sejumlah data terkait penyelewengan anggaran dan tiga
surat keterangan yang sangat janggal saat ditemui di sela-sela perayaan Natal di sebuah gereja
Katolik. RAB itu termasuk biaya untuk pengaspalan, tetapi kenyataannya pemasangan batu sikat,

inkonsistensi  ditemukan oleh Komnas PAN. Kabarnya aparat Desa Dalung bermain
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dengananggaran Rp. 1,5 miliar (balipuspanews.com dan jarrakpos.com) sebelum tiga sertifikat
ditemukan

Karena tidak ada pola yang jelas, kasus ini masih diproses dan diselidiki pihak berwajib.
Dengan menjadikan Kabupaten Badung sebagai pilot project program Desa Antikorupsi tahun
2022, Bupati Badung beserta jajarannya bekerja sama dengan KPK untuk memberantas kasus
penyelewengan dana desa. Penekanan program ini adalah untuk memperkuat praktik tata kelola
yang ramah antikorupsi seperti pengawasan yang kuat, layanan publik, keterlibatan warga
negara, dan pengetahuan tradisional. Desa Dalung, Kutuh, dan Blahkiuh (balitribune) dipilih
karena kasus penyelewengan dana desa yang terdokumentasi

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis tertarik melakukan
penelitian dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas, Kompetensi Aparatur Desa dan Kesesuaian
Kompensasi Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Dana Desa

SeKecamatan Kuta Utara Dan Kuta Selatan”.
KAJIAN PUSTAKA

Menurut Fraud Triangel Theory yang melandasi penyelidikan ini, ketiga komponen fraud
dirangkum oleh Cressey dalam Ratmono, et al. (2017) biasanya disajikan dalam bentuk diagram.
Tekanan atau motif untuk melakukan kecurangan direpresentasikan di bagian atas diagram,
sedangkan peluang dan rasionalisasi ditampilkan di bagian bawah. Menurut Sriani (2021),
akuntabilitas adalah aturan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, dan memerlukan
pemenuhan kriteria yang dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada publik pada
setiap tahapan proses penganggaran, dimulai dengan perencanaan dan dilanjutkan melalui
persiapan dan pelaksanaan. . Kompetensi, sebagaimana didefinisikan oleh Sariwati (2021),
adalah kapasitas untuk menangani tantangan dalam kehidupan profesional seseorang. Keahlian
seseorang dapat diukur dengan melihat kreativitas, inovasi, dan kemampuannya memecahkan
masalah. Menurut Veithzal dalam Sari, dkk (2019), kompensasi adalah sesuatu yang diterima
karyawan sebagai imbalan atas kontribusinya kepada perusahaan dalam bentuk jasa, dan
kompensasi yang diberikan kepada karyawan terdiri dari dua bentuk yaitu kompensasi finansial,
yang meliputi membayar karyawan dalam berupa upah, gaji, bonus, atau komisi; dan kompensasi
nonfinansial, yang mencakup bentuk pengakuan atau penghargaan lainnya. Mengutip
Fitrawansyah dalam Arthana (2019), kecurangan terjadi ketika salah satu pihak salah
merepresentasikan atau menghilangkan fakta material untuk mendapatkan kendali atas suatu

aset.
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1. Hasil penelitian “Praktik Akuntabilitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia
untukPencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa” (Kuriawan Saputra et
al., 2019) menunjukkan bahwa akuntabilitas dan kompetensi sumber daya manusia
berdampak positif terhadap pencegahan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan
dana desa.

2. Hasil penelitian berjudul “Pengaruh Kompetensi, Praktek Akuntabilitas, dan
Moralitas Individu Terhadap Pencegahan (Fraud) Dalam Pengelolaan Dana Desa”
oleh Sariwati dan Sumadi. (2021) menunjukkan bahwa sementara kompetensi tidak
mempengaruhi pencegahan penipuan, akuntabilitas mempengaruhi dan moralitas
individu memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap pencegahan penipuan juga.

3. Menurut penelitian Anwar dan Ati berjudul “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa,
Moralitas, Sistem Pengendalian Intern, dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan
Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Wajak™ (2020), adanya faktor-
faktor tersebut memiliki pengaruh positif secara parsial” terhadap pencegahan
penyelewengan dalam pengelolaan dana desa di Wajak.

4. Temuan “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas Individu, dan Budaya
Organisasi terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa” oleh
Aprilia dan Yuniasih (2021) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa, moral
individu, dan budaya organisasi semuanya memiliki pengaruh positif berdampak pada
pencegahan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

5. Temuan studi Silitonga, et al. (2020) dengan judul “Pengaruh Peran Audit Internal,
Pengendalian Internal, dan Ketepatan Kompensasi Terhadap Pencegahan Fraud”
menunjukkan bahwa masing-masing faktor tersebut berpengaruh positif dan
signifikan dalam mengurangi terjadinya fraud apabila digunakan bersamaan dengan
faktor lainnya. individu.

6. Hasil penelitian Prabawa and Son (2020) dengan judul “Pengaruh Peran Audit
Internal, Moralitas, dan Ketepatan Kompensasi Terhadap Pencegahan Kecurangan
Akuntansi” menunjukkan bahwa masing-masing faktor tersebut berpengaruh positif

dan signifikan terhadap penurunan kejadian dari penipuan akuntansi.

Tanggung jawab badan pemerintahan desa untuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan
pemerintah daerah dan memastikan bahwa kebijakan dan programnya mengarah pada hasil yang
diinginkan adalah pemahaman umum tentang apa yang dimaksud dengan "pertanggungjawaban”
dalam konteks pemerintahan desa. Sariwati dan Sumadi telah melakukan beberapa penelitian
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pendahuluan di bidang ini. Penelitian Kurniawan Saputra, dkk. (2019) dan lainnya menunjukkan
bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa
(2021), mendukung temuan sebelumnya. Dalam penelitian ini, kami mengusulkan hipotesis

berikut berdasarkan temuan dan teori penelitian sebelumnya:
H1 : Penipuan keuangan desa dapat dikurangi sebagian karena akuntabilitas yang meningkat

Individu dianggap kompeten ketika mereka mendemonstrasikan pengetahuan dan
keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas yang ditugaskan dengan sukses. Jika
seseorang berada dalam posisi berkuasa dalam suatu organisasi tetapi tidak memiliki
keterampilan yang diperlukan, bukan berarti mereka tidak dapat melakukan penipuan. Temuan
penelitian Anwar dan Ati (2020) menguatkan pentingnya aparatur pemerintah yang kompeten
dalam mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Hal ini sesuai dengan
temuan penelitian Aprilia dan Yuniasih (2021) yang menunjukkan bahwa kompetensi aparatur
desa memberikan pengaruh yang menguntungkan dalam mencegah terjadinya kecurangan dalam
pengelolaan keuangan desa. Dalam penelitian ini, kami mengusulkan hipotesis berikut

berdasarkan temuan dan teori penelitian sebelumnya:

H2 : Kemampuan aparatur desa dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya kecurangan dalam

pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh tingkat kompetensinya.

Keadaan ekonomi dan sosial seseorang dapat mendorongnya untuk melakukan penipuan.
Mereka yang tidak puas dengan penghasilan mereka lebih cenderung terlibat dalam perilaku
penipuan. Sejalan dengan penelitian Prabawa (2020) yang menunjukkan bahwa kompensasi yang
memadai berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan akuntansi, Silitonga et al. (2020)
menemukan bahwa kompensasi yang tepat berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.
Dalam penelitian ini, kami mengusulkan hipotesis berikut berdasarkan temuan dan teori

penelitian sebelumnya:

H3 : Pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh keadilan ganti

rugi.
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menguji pengaruh akuntabilitas, kompetensi aparatur desa, dan kesesuaian
kompensasi terhadap pencegahan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan

uraian tersebut, maka desain penelitian ini adalah sebagi berikut:
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran.

Perangkat desa dari kedua kecamatan Kuta Utara dan Selatan merupakan populasi
sampel. Enam Kantor Desa di Kecamatan Kuta Utara dan Kuta Selatan, dengan total populasi
197 orang, menjadi populasi sampel untuk analisis ini. Penelitian ini menggunakan strategi
nonprobabilistic sampling berdasarkan sampel purposive. Besar sampel sebanyak 48 responden
dipilih karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti.
Pendekatan analitik berikut digunakan untuk penyelidikan ini
1. Nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi dari masing-masing
variabel bebas dan variabel terikat diperiksa melalui uji statistik deskriptif untuk memberikan
gambaran tentang distribusi dan perilaku data sampel penelitian.”

2. Jika Anda ingin mengetahui apakah kuesioner Anda dapat dipercaya, jalankan melalui uji
validitas. Jika Anda ingin mengetahui apakah pernyataan-pernyataan dalam pertanyaan pada
kuesioner benar-benar dapat mengukur apa yang ingin Anda ukur, Anda perlu mengetahui
apakah kuesioner tersebut valid, artinya pertanyaan dan pernyataan pada kuesioner tersebut
dapat mengungkapkan apa saja yang kuesioner akan mengukur.
3. Ketiga, kuesioner dapat berfungsi sebagai indikator suatu variabel atau konstruk, dan uji
reliabilitas dapat digunakan untuk mengevaluasi keakuratannya.
4. Untuk mengetahui apakah data mengikuti distribusi normal, maka dilakukan uji normalitas.
Uji statistik satu sampel Kolmogrof-Smirnov (K-S) dapat digunakan untuk memeriksa
normalitas.
5. Uji Heteroskedastisitas menguji apakah residual dari satu pengamatan memiliki varians yang
berbeda dari yang lain dalam model regresi.
6. Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas (independen)
berkorelasi dalam model regresi.
7. Dalam penelitian ini, analisis regresi berganda digunakan untuk analisis. Persamaan untuk
regresi berganda terlihat seperti ini (Sugiono, 2011):

Y=a+B1X1+pP2X2+pB3X3+e
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8. Saat menguji pengaruh bersama atau simultan semua variabel independen terhadap variabel
dependen pada tingkat signifikansi 5% (a 0,05) (Ghozali, 2016: 96), digunakan uji F.

9. Untuk mengevaluasi seberapa baik model memperhitungkan variasi yang diamati dalam
variabel dependen, ahli statistik menghitung koefisien determinasi (R2).

10. Uji t digunakan untuk memverifikasi hipotesis (10). Uji-t juga merupakan uji signifikansi
individual, sebagaimana dikemukakan oleh Ghozali (2016:97). Tujuan dari pengujian ini adalah
untuk mengidentifikasi interaksi yang signifikan secara statistik antara variabel independen dan
variabel dependen. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam melakukan call Bila H1 diterima
dan sig t lebih kecil dari 0,05. Tolak H1 jika sig t > 0,05.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis dilakukan dengan menghitung rerata (mean) berdasarkan tanggapan responden pada

masing-masing variabel. Hasil statistik deskriptif pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1. Descriptive Statistics

N Minimu | Maximu | Mean Std.
Akuntabilitas 48 25.00 36.00| 31.4167 2.43060
Kompetensi  Aparatur 48 20.00 30.00| 23.8958 2.37218
Kesesuaian 48 18.00 26.00| 23.2083 1.87887
Pencegahan 48 20.00 35.00| 26.7292 3.51132
Valid N (listwise) 48

Sumber: Data diolah, 2023
Menurut Tabel 4.1, ada total 48 variabel yang valid. Informasi akuntabilitas (X1) berkisar
antara 25.00 sampai dengan 36.00, dengan rata-rata 31.4167 dan standar deviasi 2.43060.
Kisaran nilai X2 mengukur kemampuan perangkat desa meliputi 20.00, 30.00, 23.8958, dan
2.37218. Ada standar deviasi 18.00, 26.00, 23.2083, dan 1.87887 dalam kumpulan variabel Data
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Kepatuhan Kepatuhan. Rentang nilai Fraud Prevention Data (Y) adalah 20.00-35.00 dengan
rata-rata 26.7292 dan standar deviasi 3.51132.

“Ditetapkan bahwa semua instrumen penelitian valid dan reliabel karena masing-masing
koefisien alfa () lebih besar dari 0,7 dan koefisien korelasi (r) yang sesuai lebih besar dari 0,30.
Model regresi diasumsikan berdistribusi normal karena uji normalitas menghasilkan tingkat
signifikansi 0,148 > 0,05. Nilai VIF untuk semua variabel independen kurang dari 10 dan angka
toleransi lebih besar dari 0,1 yang ditentukan dengan uji multikolinearitas. Hal ini menunjukkan
bahwa model regresi yang digunakan tidak menunjukkan tanda-tanda multikolinearitas. Semua
variabel lolos uji heteroskedastisitas dengan tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 yang
menunjukkan bahwa model regresi tidak menunjukkan tanda-tanda heteroskedastisitas

Tabel 2. Analisis Regresi Linear Berganda

Unstandardi Standardized

Variabel zed Coefficients [T Sig
B  |Std.Erro Bet

(Constant) 12.607| 7.520 1.676 101
Akuntabilitas 336 276 125 2.132 005
Komnpetensi Abaratur 535 217 362 2.462 018
Kesesuaian Kompnensasi 407 349 257 2.305 001
R
R Square 0,736
Adjusted R Square
Uji 0,541
F

Sumber: Data diolah, 2023

Persaman regresi dalam penelitian: Y= 12,607 + 0,336X1 + 0,535X2 + 0,407X3 + e

Nilai Adjusted R-Square sebesar 0,534 dari analisis koefisien determinasi menunjukkan
bahwa akuntabilitas, kompetensi aparatur desa, dan kesesuaian kompensasi berpengaruh sebesar
53,4% terhadap variabel pencegahan kecurangan (fraud), sedangkan sisanya sebesar 46,6%
dijelaskan oleh variabel lain. atau faktor-faktor seperti partisipasi masyarakat dan komitmen
organisasi. Untuk memastikan apakah semua variabel independen secara keseluruhan
berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, digunakan uji F. Tingkat kesalahan makna
dibandingkan menjadi 5% (= 0,05) sebagai dasar pengujian. Nilai F atau hitung adalah 12,320,
dan tingkat signifikansinya adalah 0,000, menurut hasil pengujian. Akuntabilitas, aparatur desa
yang kompeten, dan kompensasi yang sesuai semuanya berpengaruh terhadap pencegahan
kecurangan, dibuktikan dengan p-value kurang dari 0,05. Oleh karena itu, model penelitian ini

masuk akal.
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Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh positif dan
signifikan terhadap pencegahan kecurangan; nilai koefisien regresi sebesar 0,336, dan nilai t-
hitung sebesar 2,132, keduanya pada taraf signifikansi 0,005. Penelitian tersebut menyimpulkan
bahwa dalam masyarakat yang akuntabilitasnya tinggi, upaya untuk mengurangi kecurangan
lebih mungkin berhasil. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dipahami
sebagai tanggung jawab pemerintah desa untuk mempertanggung jawabkan penyelenggaraan
pemerintahan desa dan hasil-hasilnya. Konsisten dengan temuan sebelumnya, penelitian ini
mendukung temuan Sariwati dan Sumadi. Hal ini sejalan dengan temuan Kurniawan Saputra et
al. (2019) bahwa akuntabilitas berdampak pada pengurangan kecurangan (fraud) dalam
pengelolaan dana pemkot, dan dengan (2021) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas
berdampak positif terhadap pengurangan penyelewengan (fraud) dalam pengelolaan dana
pemkot

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel kompetensi aparatur desa berpengaruh positif
dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan; nilai koefisien parameter sebesar 0,535, dan
nilai t-hitung sebesar 2,462 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,018. Jelas dari data bahwa desa
akan lebih mudah mencegah penipuan di dalam institusi mereka jika peralatan mereka lebih
kompeten. Kompetensi mengacu pada keterampilan dan pengetahuan seseorang dalam
melakukan tugas-tugas yang dituntut darinya dalam pekerjaannya saat ini. Semakin banyak
kekuasaan atau prestise yang dinikmati seseorang dalam suatu organisasi, semakin kecil
kemungkinan mereka tidak akan melakukan praktik penipuan. Temuan ini konsisten dengan
penelitian Anwar & Ati (2020), yang menemukan bahwa penduduk desa yang kompeten lebih
mampu mencegah (dan mendeteksi) kasus penipuan dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini
sesuai dengan temuan penelitian Aprilia dan Yuniasih (2021) yang menunjukkan bahwa
kompetensi aparatur desa memberikan pengaruh yang menguntungkan dalam mencegah
terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai koefisien parameter adalah 0,407 dan
menunjukkan nilai t-hitung sebesar 2,305 pada tingkat signifikansi 0,001; dengan demikian,
dengan tingkat signifikansi di bawah 0,05, dapat disimpulkan bahwa variabel kesesuaian
kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Temuan
mengungkapkan bahwa jika desa memperbaiki sistem kompensasinya, akan lebih mudah
mencegah penipuan. Ketika seseorang mengalami kesulitan keuangan dan sosial, mereka
mungkin melakukan perilaku tidak jujur. Ketika orang memiliki ketakutan yang sah akan
kehilangan sumber pendapatan mereka, mereka lebih cenderung terlibat dalam perilaku curang.
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Temuan dari penelitian ini konsisten dengan penelitian oleh Silitonga et al. Menurut penelitian
Prabawa (2020) yang juga menunjukkan bahwa kompensasi yang sesuai berpengaruh positif
terhadap pencegahan fraud, maka tahun 2020 akan dikenang sebagai tahun dimana kompensasi

yang sesuai mulai berdampak pada pengurangan fraud.”
SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Akuntabilitas, Kompetensi aparatur desa,
dan Kesesuaian kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan
(fraud). Melihat hasil penelitian, sebaiknya seluruh bentuk pertanggung jawaban seperti
pelaporan keuangan desa harus dilakukan tepat waktu, dimana pelaporannya terjadwal dan
diarahkan kepada seluruh masyarakat. Hal ini penting dilakukan sebagai upaya meningkatkan
akuntabilitas sehingga ada transparansi keuangan di desa yang dapat mencegah adanya peluang
tindak kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa. Kedepannya, agar pemerintah desa juga
wajib diberikan pelatihan kerja yang maksimal dimana pelatihan kerja ini akan membantu
meningkatkan kompetensi para pengelola dana desa. Dengan adanya pelatihan diharapkan
terbentuk kemampuan kerja yang baik sehingga dihasilkan hasil kerja yang maksimal sehingga
nanti peluang melakukan tindak kecurangan juga semakin menurun. Kedepannya, agar besaran
kompensasi yang akan diberikan kepada aparatur desa juga harus disesuaikan dengan beban
kerja, hal ini dilakukan untuk memotivasi pegawai dalam bekerja agar menghasilkan kinerja
yang baik dan terhindar dari upaya melakukan tindak kecurangan.
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